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1. Dokumentasi Wawancara

Gambar 1. Wawancara bersama Bapak Denny Perdana, S.E, Manajer
PERUMDA Pasar Rakyat Gambut Baru



Gambar 2. Wawancara bersama Ibu Masnah, Masyarakat Pedagang



Gambar 3. Wawancara bersama Bapak Muhammad Fahroel Razy, S.ST.
MT, Kabid Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Banjar



2. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020

Menimbang :

Mengingat

BUPATI BAK AR
PROVINES] KEALIMANTAN SELATAN

FERATURAN DAERAH KEABUPATEN BAMJAR
ROMOR & TAHUN 2020

TENTANG
FENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MaHA ESA
BUFPATI BANJAR,

balwa uniuk meloksanokan ketentuan Pasal 105 Peraturan
Pemerintah Nomar 27 Tahun 2014 tentang Pengelalann Barang
Milzk MNegoprafDaerah  sebagaimana  delah divkbabh dengon
Peraturan Pemerintah Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas  Peraturan Pemerintoh Momaor 27 Tabun 20014 tentang
Pengelalann Barang Milik Negara/Daerah dan ketentuon Pasal
511 avat (1] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaon Barang Milik Deerah, perloe
menetaplan Pernturan Daerah tentang Pengelalann Barang Milik
Daerah;

1. Undang-Undang Momor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Doarmerat Momor 3 Tahun 1953  tentang
Pembentukan Doaerah Tingkat 11 di Ealimantan (Lembaran
Mepara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomar 9, Tambohan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momor 352 sebagas
Undang-Undang (Lembaran Megara Republik [ndonesa Tahun
195% MNomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomar §E20);

2. Undang-Undang Momor 17 Tahun 2003 tentang Kewangan
Nepgnra [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 32003
Momar 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesio
Mamar 4286);

d. Undang-Undang Momor 1 Tahun 2004 tenteng Perbendaharan
Megara [Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Momaor 5, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesin
Mamar 4286);

4. Undang-Undang Momor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahon
Doerah (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tabhwn 20014
Momar 244, Tambahan Lembaran Negara Bepublik Indonesia
Mamar 5587y sebagaimana telah diubah bebernpa kali, terakhir
dengan Undang-Undang MNomar 9 Tahun 2015  tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah  [Lembaran MNegarn Bepublik
Iredonesia Tabun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indomesia Nomaor S679);



I

5. Undang-Undang Mamaor 30 Tahun 2014 tentang Administras:
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun
214 Mompor 292, Tambahan Lembaran Megara Republik
Indionesia Momor SG601);

6. Peraturan Pemerindah Momar 2 Tahun 2012 tentang Hikah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesin Tabhun 2002
Momaor &, Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Mamar 5272 Peraturen Pemenntah Momor 45 Tahon 20107
tentang Partisipasi  Masyarakat dalam  Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2017 Namar 225, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor GL33);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 34 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesin Tahwen 2004 Momor 92, Tombahon
Lembaran  MNegara  Republik Indonesia Nomaor 5533
sehagnimana  teloh  divkah dengan  Peraturan  Pemerintah
Momor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pernturan
Pemerintah Mamar 27 Tabuwn 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Megara/Daerah |[Lembaran Negarme Republik Indonesin
Tahun 2020 Namar 142, Tambahan Lembaran Negara Repuhblik
Indonesia Momor G523);

H. Peraturan  Pemerintah Momor 18 Tahun 2006 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Bepublik Indonesia Tabun
16 Momor 92, Toembahan Lembaran BMNegara Republk
Indonesia Nomor 5786] Sebappimana telah diubah dengan
Peraturan  Pemerintah  Nomor 72 Tahun 2019  tentang
Perubahan Atas Pernturan Pemerintah Nomor 1E Tabwen 2006
tentang Perangkat Daerah  (Lembaran  Negara  Republzk
Indonesia Talhun 2009 Momor 187, Tambahan Lembaran
Kegnra Republik Indonesia Namar G402);

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 45 Tahun 2017  tentang
Partisipasi Masvarakat dalam Penyelenggarann Pemenntohan
Daerah (Lembaran MNegara Republik Indonesin Tabhun 2007
Momaor 225, Tambahan Lembaran Negamm Republik Indonesio
Mamar G133);

10 Peraturan Pemerntah Nomor 28 Tabun 2018 tentang Kerja
Sama Daernh |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
218 Momor 97, Tambahan Lembaran MNegara Republik
Indonesia Nomor 62 149);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomar 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman  Pemberian  Hibah dan  Bantuan  Sosial Yang
Bersumber Dari Angsaren Pendepatan dan Belania Daerah
|Berita Megara Republik Indonesia Tahun 20011 MNomor 950§
sebagnimana ftelah divkah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Bomar 99 Tahun 2019 teniang
Perubohan Kelima atos Peraturan Menteri Dalam Negen Komor
I3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembenon Hibah doen
Bantuan Sosial Yang Bersumber Darl Anggaran Pendapatan
dan Belanjia Daerah (Bermta Megara Republik Indonesia Tahun
A019 Nomor 15604;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Momar 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolann Barang Milik Deerabh [Berita Negarn
Fepublik Indonesia Takun 2016 Nomar 547);



BAHR VI
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN

Baginn Kesoiw
Pengamanan
Pasal 70

(1} Pengelola Barang, Pengiuna Barang doanfatau Kwasa Pengpuno Barang wajik
melakukan  pengamanan Barang  Militk Doerah veng  berades dalam

pENEU SNV,
12| Pengamanan Harang Milik Doerah sebaganimana dimaksud pada avat (1],
mezlipasti-
&, pengamanan administrase;
b. pengamanan fisile; dan
. pengamanan hokom.
Pasal 71

11} Barang Milk Daerah berupa tanah harus  deserctfikaikan sies momo
Pemenntahl Dosrah.

121 Barang Miik Doerah berupn banpunan haros dilengkapl dengan  buki
leepemililkan atas nama Pemerintnh Doerah.

[3} Barang BMilik Daesrah selain fanah dondatou bangunon horus dilenglaps
dengan bukti kepemilikan atas nama Pemetintah Daerah.

Pasal 72

11} Bukii kepemildiken Barang Milik Deoerabh waijlb disimpan dengan tertib dan
I,

12| Penvimpanan buktl kepemilikan Barang Milik Deerah dilakukan aleh
Pengelola Barang.

Pasal 73
Bupati dapat menstapkan kebijnkan asuransi ataw pertangmuneen delom rangkn
pengamanan  Harang  Milik Doesrah  terteniu dengan  mempertimbangloan
kemampuan keuangan daetah.

Paszal 74
Ketentuan lebih lanjut tentang pengamanan Barang Milik Daerah sebagaimann
dimaksud dalam Fasal 70 diatur dalam Peraturan Bupati-

Bagian Esdua
Pemieliharaan

Pasal 75

1 Barang yvang dipelibora adalah Barang Milik Dasrab dan/aten Barang Milik
Daernh  dalam penguasaan  Pengelola  Borang/Penggunn - BarangfEuaso

Pengguna Harang,
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Pengelols  Barang, Pengpune Barang dan Bussas Penppuna Barang
bertanggungjawah atas pemeliharaan Barang Miik Daerah yang berada dalam

PENZUASEINTYE.
Tuuan dilakulkan pemeliharaan atas Barang Milik Doerah sebagaimana
dimakud pada avat (2] adalah untuk menjagn kondisi dan memperbaiki

semua Barang Miik Daerah agar selaly dalam keadaan baik dan layvalk serta
siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dhalam rangka tujuean s=hagaimana dimaksed pada evat 3], Pemermitah
Daerah harus mempriorntaskan anggoran belanja pemelihomman dalam jumlah
yang cukup.

Bigyva pemeliharaan Barang Milik Doerah sebapoimann dimaksud peda ayvat
i4) dibebanlkan pada AFED.

[alam hal Barang Milik Dasrah dilakukan pemanfaatan dengan pihak ledn,
biaya pemeliharaan menjadi tanggung  jawab sepenuhnya  dari mitra
pemanfantan Barang Milik Daerah.

Pasal 76

Pemeliharaan sebagnimana dimaksud dalam Pasal 75 berpedoman pade
daftar kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah.

Daftar kebutuhan pemelihoraan Barang Milik Daerah sebhogaimana dimaksad
pada ayat (1) merupakan bagian dari daftar kebntuhan Barang Milik Dasrah.

Pasal 77

Kumsa Pengpunn Barang wajib membaat doftar basil pemelibaraopn barang
yang berada dalam kewsnangannya.

Kuasa Pengguna Barang melaporkan hasi pemeliharaan barang sebagaimonm
dimaksud pada avat (1) secara tertulis kepade Pengguna Barang uniuk
dilakukan penelitian secara berlcnln setinp enam bulanf perssmester.

Fengpuna Harang atou pejabat yang ditunjuk mensliti laporan sebagaimana
dimaksud pada avat 2] dan menyusen dafiar hesil pemeliharaan barang yang
dilakukan dalam 1 |satn) tahun anggaran.

Draftar hasil pemelthorean barang yang disusun Pengeuno Barang  ataw
pejabat voang ditunjuk sebagaimana dimoksud pads ayat (1) merupakan
bahan untuk melalkukan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaon Barang
hfilik Draerah.

FPenelitinn laporan sebagnimana dimaksed pada ayat (2) dilakukan terhadap:
a. anggaran belanja dan realisasi belanja pemelibharaan;dan
b. target kkinerja dan realisasi target kinerja pemeliharnan.

FPengguna Barang melaporkan/menyampaikan daftar hasil pemelibaraom
barang tersebut kepada Pengelela Barang secara berkala.



BaB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 138

Pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Barang Milik Dasrah dilalkukan oleh:

i.
b.

I
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]

14

11

12
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Fengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; danfatau
Fengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
Pasal 139

Pengpuna  Barang melakoekan pemantauan dan penertiban terhadap
Pengpunaan, Pempnf@atan, Pemindahtanganan, Penatausahamn,
pemeltharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah yang berada di daklam
PETELIAS ALY,

Pelak=zanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimalesud pada ayat
(17 uniuk Unit Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan cleh Kuasa Penpmuno
Barang,

Pengguna Harang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pen@awasan intermn Pemerintah Daerah untuk melakukan audit tindak lanjut
hasi] pemantauan dan penerithban sebagaimana dimaksud pade ayvat (1] dan
ayat (2).

Penzpuna Harang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanmati hasil audst
sehagaimana dimaksud pada ayat §3) sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 140

Fengelola Barang melakukan pemantauwan dan investigas: atas pelaksanaan
Pengpunaan, Pemanfaagtan, Dan Pemindahtanganon Barang Milik Daerah,
dalam rangka penertiban Penggunaan, Pemanfeatan, dan Pemindahtanganon
Barang Milik Daerah sesuai dengan  ketentuan peraturan  perundang
undangnm.

Pemantawan dan investigasi sebogaimana dimalesud pada avat (1) dapat
ditindaklanjuti ofeh Pengelola Bamang dengan meminta aparat pengawnsan
intern  Pemerintah Dasrah wuntek melakukan  awodit atas  pelaksanaan
Fenggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Hasil audit sebagpimana dimaksud pada avat 2] disampaikan kepada
Fengelola Barang untuk ditindaklanjuf sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.



3. Penetapan SK Pembimbing




4. Penetapan Jadwal Ujian Proposal

SARAT MEPUTUSAN DERAK FAELILTAS SYARAH
LAN ANT A5ARH EAKMIARMASIN
ROMOR 1762 TAHUMN 2023
TENTANG TIM PENCLLA PFROFOSAL SERIFS] MAHATISW A FAXLULTAS SY ARIAM
SEMESTER GEMAP TAHUN AKADERME 20222023

DERGAN RAHWAT TUHAK YANG MEHA ESA

DERAN FARLULTAS SYARIAH LN ANTASART

Morimbang ¢ Dalted morckd yang nodEga lersehul dalam keputsan nl Sesusl dengan b
pendidkan dan ealikareyn dpandang mampi unk dangial scbagai Fonguj F'r:pu-:nl Sl

e e e al]

LILI b, 20 Tahun 2008 Terang Sessem Pendiikan Masiomal;

Perpres @i Mo, A6 ahun 2017 leniang Lnsars s (s Negan Amssan

Peratiran Prmointah Mo, S0 Taren 1999 keneng Pendidkan Tnggs

Perauran Mismn Agama # Komer 20 Tabun 3017 Tantang Dmansas dan Taes Kega UIN
Aniasan Bangmasin

Peraturan Menior Anama 5 Nomor 29 Tann 200 T Tenlung St LN Anasar;

Hepuknan Reisor Unsersisis (slom dNegerl Antasas Bomer 7238 Tahen 2001 Taniang
Padnman Kanya bmial,

1 Pednman Atk Fakdiss Syaron UIN Amasa,

Maspormatban - Hasl Raps Ampinan Faiulias Syorah Tonggal & Febnuar 2023
MEMUTUSHEAN

Flaerg maie

g

i in

Merainokan
Foan ¢ Mongangkm H Babran, SH BH. don Ors) M dham Masyhull Hiede, MoAD. sebagai Penigigi | dan
Pangul H pads Ui Propasal Sknipsiaon.:
Miama Muharmensd Rizon
kA 1SHO203001 &
Program Sdud Hukiim Tata Karuen {Sipisah Syariyyahy
Juatul impmmaneas Porawon Onerah Kabupmien. Banjr Nomor 8 Tahun 2000
Tanlang Pergeicisan Barang Wik Daarah [Stdy Keas Bangenon Pasor
Rkt Cambal Boru Kabapoien Bange]
Haiin ¢ Lban propasal San el erseinn diaksanaban pada
HarniTanggal Sazrin. 37 Movsomibar 2073
ot 12.00-14.30
Tamps Fasang Musagasyan |
Hadigs ¢ Sural kepukssn N dsonpaikan kepads yang bersangoann el didsahin den Slsksanakn

sebagamann sesiirya dingan ketemiian anabidn sendapal kekeliuan akan dadakan penchaman
dhan garba bian sehagaimang meslin

LCIT i



5. Berita Acara Proposal




6. Permohonan Izin Riset

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
USRIVERSITAS I3LAM SEGERI ANTASARI BANJARMASEN
FARTLTAS Y ARIAH
UIN Jalan A Yam Ko 43 Daspairsmim O30S
b 2B Telepun (051 1) 265 TRS
J-i'u.w_ Wik wwn i pen-pssasen be i Fsanl, Beysifun-astaaan s b
M B- B2 Al T BN i Desmrbaer 20273
Seist - Meass
Lampenn 1 Propossl Sonpsl
Ppihm Permahonan (Fin Fiet

Eapada Y
Enpaly Bndan Pengeiciaan Keuangar, Pendapeian £ Asst Deerah
o - Tempm

AT SAELIT WO G B ST
Ol Hodll, yig DEOSAAE LEAGAN & DEwah & TEDeiay Sl
nEpats

Harma BALHA LS O RLZA ML

Haikd EEC RZO0021E

Progries Ghul  Hulbius Tala MNagans | Soysash Sy |
Gareylor L vl

Aoamal & iigam AT 17 AW 04 Keo Gamisd dah Saner

by maEnscon et T gED PEyULuTEn Sinpe e 1 Bussn dan
gl 15 Dennber 2000 &5 15 Janusn 2024 Sl jthul
imgikainentissl Petaturan Dosrsh Kabupsten fsnjsr Momor & Tabun 2020
Teertang Pengelcdes Bareng Milis Dagrah (Studi Fasus Bangunas Paser

Sahisbungn desgan hal of ses, mohon Bapsh | By Derkenan mgeEankon
Tk DmEniES kepads mMahatiiwe (1) Tenikedcd unbuk mallcieaicdn rael Satu
Sangan hflentuar Deram S oo sampashon propossl B sl

Datrralingn Sunel i SAAMDEAEN, S PEMEST G0 RENARTETYE Suaibnnd
el A

Ty EaL anshratulah Yaharaketot
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7. Surat Selesai Riset

PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
FPERUMDA PASAR BAUNTUNG BATUAH
UNIT AREA III PASAR GAMBUT

JI. A Yani K. 14,3 Pasar Cambut Baro — Banjar Kalimantan Selatan
Wabsite | pasathasssungbanih. coe | E-mail : kiuuak pasarbamningbalush. o
—_— —

RA TERANGAN
Nomor | D3YUA-NIPERUMDA FRE2024

Berdasarkan Surat Nomor @ 000.902-01/BPKPADVZO24 perikal Permohonan [zin
Penclitian di Pasar kindai Limpuar Gambut dalem ranghs pemyesunsn skripsi, kami
menermnghkan yang bertanda tengan di-bawah b :

Mo ¢ Muhammad Rizani

MM : 190102030215

Azal Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negara Antasari Banjarmasin
Program Study : Hukum Tata Negara (Syaisah Syariyyah)

tefah selesai melakukan Penelitian dan Wawancars umtuk mencari informasi data dalam
rangka penyusunan skripsi di Pasar Kindsi Limpuar Gambut dari tanggal 15 Deseinber
2023 ofd 15 Jameary 2024,

Demikian surt disampaikan agar dapat dipergunakan schagaimana mestinyn




PEMERMTAH KABUPATEN BANIAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
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8. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

AN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
LINIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN

\\f’ FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal Ahmad Yam Kan 4,5 Banjarmasin
UI‘N Tedp. (0510} 1MATEY
AT Emall: Bsaabuinanssai oo id  Webe w5 uis-astsen o sl
SURAT RETERANGAN

Momer: B- 1§61 fUn 1471 2PF.00 /52024

Yang bartanda tangan o bawah inl, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebanamya bahwa

MNama Muhammad Rizani
B : 180102030215
Jurusan . HTn

Telah melaksanakan ujian kemprehensi pads
HaiTanggal Solasa, 5 Maret 2004
Wakiu - DB 30 - 10,30
Tempat : Ruang Munagasyah |
i B SUSLIRAR BT penguj sebegai berikut
Eotuattnggota - Drs H liham Masyburi Hamdl, M.Ag
Angpoia - [w Anini Zubaidah, M.H
Anggota - H. Bahran, S H, MH
Adapun nilad yang diperoleh adalah: 75,9 dan dinyatakan Lulus

mwmm

1,-.,1r. 1A% .'*
Jl&\_i

( ¢ A<
w"‘&-“

B e Sulistyoks, S50 M
xmrd‘siwm 200501 1004

Tembusan:

1. FRakkor Lk Antasan

2 Katag Fousngan LN Antasan

3. Mahasiswa yos

4, Arsp Mo, S1E



9. Sertifikat BTA

=

KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN

Sertifikat

Mo X106, Un 14,0102 PE OO B,/ XX
Dekan Fakultas Svanah

L'IN Antasan Banprmasin
Meoeranghkan babaa:

MUHAMMAD RIZANI

HIM ; 180102030218
Kelahiran Gambut, 20 Seprember 1999
Telah mengikuri
Tes Kompetenst Baca Tabs AMOQur'an
vang dilaksanakan Fakultas Syamah
UIN Antasan Banjarmasin dengan Predika
Baik Sekali

ﬁ armasin, 20 Jum 2023
Dekan,

-Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. &
NIP. 19710519 1949703 2 (i




10. Sertifikat LKK Komputer




11. Surat Keterangan SKK
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10.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama Lengkap

Tempat dan Tanggal Lahir
Agama

Kebangsaan

Status Perkawinan
Alamat

Nomor Telepon

Pendidikan

a. Taman Kanak-kanak

b. SD

c. SMP

d. SMA

Pengalaman Organisasi

a. HMJ Hukum Tatanegara

b. UKM Olahraga Fakultas Syariah
c. SEMA Fakultas Syariah

d. UKM ASRI Anak - Anak Syariah
Orang Tua

Nama Ayah

Pekerjaan

Nama Ibu

Pekerjaan

Jumlah Saudara

: Muhammad Rizani

: Gambut, 20 September 1999
: Islam

: Indonesia

: Belum Menikah

: Jl Irigasi Rt. 13 Rw. 04 Kec.

Gambut
Kabupaten Banjar

: 0831-5009-7788

: TK Sejahtera

: SDN Gambut

: MTsN 2 Gambut
: MAN 3 Banjar

: Ahmad Riduan

: Security

: Najemah

: Ibu Rumah Tangga
: 3 Bersaudara

Banjarmasin, 19 Maret 2024

Peneliti,

Muhammad Rizani






